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RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN 

NOMOR         TAHUN 2019 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR BANTEN, 
 
Menimbang :  a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317          

ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah  sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang             

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

untuk memperoleh persetujuan bersama; 

b. bahwa dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2019 sebagai perwujudan dari Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2019 yang 

dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Prioritas 

dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati 

bersama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 6 

Agustus 2019.  
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 

Mengingat  : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Daerah Propinsi Banten (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
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telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2017 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 ); 

16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten 

Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Banten Nomor 2 Seri E); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 

2019) 

18.  Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2011 

tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Nomor 9 

Tahun 2011); 

19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten 

(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8) 

20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran 

Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 70); 

21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2018 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2019. 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN 

dan 

 

GUBERNUR BANTEN 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :   PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN   

                       PENDAPATAN     DAN     BELANJA     DAERAH      TAHUN   

                       ANGGARAN 2019. 

 

Pasal 1 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun              

Anggaran 2018 semula berjumlah Rp 12.154.531.396.800,00  bertambah  

sejumlah Rp464.636.284.675,00 sehingga menjadi  

Rp12.619.167.681.475,00 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Pendapatan Daerah; 

1. semula Rp    11.831.983.759.800,00 

2. berkurang Rp         (161.772.221.213,00) 

Jumlah Pendapatan Daerah setelah  

perubahan  Rp   11.670.211.538.587,00

  

b. Belanja Daerah; 

1. semula Rp    12.154.531.396.800,00 

2. berkurang Rp         464.636.284.675,00 

Jumlah Belanja Daerah setelah  

 perubahan  Rp   12.619.167.681.475,00  

  Defisit setelah perubahan                           Rp       (948.956.142.888,00) 

  

c. Pembiayaan Daerah; 

1. semula Rp       322.547.637.000,00 

2. bertambah Rp       626.408.505.888,00 

Jumlah Pembiayaan Daerah setelah  

Perubahan                    Rp        948.956.142.888,00

  

           

Pasal 2 

(1) Pendapatan  Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a 

terdiri    dari:  

a. Pendapatan Asli Daerah; 

1. semula Rp   7.344.821.272.800,00 

2. berkurang Rp     (168.162.701.134,00)  

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah   
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perubahan                         Rp     7.176.658.571.666,00  

  

b. Dana Perimbangan; 

1. semula Rp   4.481.092.487.000,00 

2. bertambah/berkurang Rp                              0,00     

Jumlah Dana Perimbangan setelah  

Perubahan                         Rp    4.481.092.487.000,00  

  

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah; 

1. semula Rp 6.070.000.000,00 

2. bertambah        Rp       6.390.479.921,00  

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah  

Setelah perubahan      Rp        12.460.479.921,00   

 

  

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

terdiri dari :  

a. Pajak Daerah; 

1. semula Rp      6.967.729.412.400,00 

2. berkurang Rp         (200.000.000.000),00    

  

Jumlah Pajak Daerah setelah  

          Perubahan                         Rp     6.767.729.412.400,00  

  

b. Retribusi Daerah; 

1. semula Rp           18.569.771.200,00 

2. bertambah  Rp                532.062.000,00   

Jumlah Retribusi Daerah setelah  

Perubahan                       Rp        19.101.833.200,00  

   

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

1. semula  Rp           55.300.000.000,00 

2. bertambah/berkurang  Rp                                 0,00   

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang  

dipisahkan setelah perubahan          Rp           55.300.000.000,00

  

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 

1. semula Rp         303.222.089.200,00   

2. bertambah Rp           31.305.236.866,00  
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Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah 

perubahan                                           Rp         334.527.326.066,00   

 

  

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 

dari :  

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 

1. semula Rp         711.779.997.000,00 

2. bertambah/berkurang Rp                                 0,00   

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak  
setelah perubahan                  Rp      711.779.997.000,00 

 

b. Dana Alokasi Umum 

1. semula Rp       1.140.003.353.000,00 

2. bertambah/berkurang Rp                                  0,00   

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah  

Perubahan                                            Rp   1.140.003.353.000,00  

 

c. Dana Alokasi Khusus; 

1. semula Rp    2.629.309.137.000,00 

2. berkurang/berkurang Rp                               0,00 

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah  

Perubahan                                           Rp     2.629.309.137.000,00 

 

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c terdiri dari :  

a. Pendapatan hibah; 

1. semula Rp           6.070.000.000,00 

2. bertambah/berkurang Rp                               0,00 

Jumlah Pendapatan Hibah  setelah   

Perubahan                                           Rp         6.070.000.000,00  

  

Pasal 3 

 

(1) Belanja  Daerah   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri 

dari:  

a. Belanja Tidak Langsung; 

1. semula Rp    7.626.033.770.600,00 

2. bertambah Rp       351.744.522.875,00   

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah   

perubahan                                           Rp   7.977.778.293.475,00 
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b. Belanja  Langsung; 

1. semula Rp   4.528.497.626.200,00 

2. bertambah Rp      112.891.761.800,00    

Jumlah Belanja Langsung setelah  

Perubahan                                           Rp   4.641.389.388.000,00 

  

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

terdiri dari:  

a. Belanja Pegawai; 

1. semula Rp     2.218.718.430.000,00 

2. bertambah Rp          290.413.356.875,00    

Jumlah Belanja Pegawai setelah  

Perubahan                                            Rp    2.509.131.786.875,00  

 

b. Belanja Hibah; 

1. semula Rp    2.310.418.836.000,00 

2. berkurang Rp        (47.035.000.000,00)  

Jumlah Belanja Hibah setelah  

Perubahan Rp    2.263.383.836.000,00 

  

c. Belanja Bantuan Sosial 

1. semula Rp        105.979.000.000,00 

2. bertambah/berkurang Rp                                 0,00   

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah   

perubahan                                          Rp      105.979.000.000,00   

 

d. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota 

1. semula Rp     2.502.794.028.200,00 

2. bertambah Rp        116.616.166.000,00   

Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota 

setelah perubahan                            Rp   2.619.410.194.200,00   

 

e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/ 

Pemerintahan 

1. semula Rp        432.693.476.400,00 

2. berkurang Rp                                 0,00  

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah/ 

Pemerintahan Desa dan Partai Politik setelah   

perubahan                                        Rp       432.693.476.400,00  
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f. Belanja Tidak Terduga 

1. semula Rp          55.430.000.000,00 

2. berkurang Rp           (8.250.000.000,00)  

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah  

Perubahan                                         Rp         47.180.000.000,00  
 

(3) Belanja   Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b 

terdiri dari :  

a. Belanja Pegawai 

1. semula Rp    55.587.557.000,00 

2. berkurang  Rp    (2.825.092.000,00)     

Jumlah Belanja Pegawai setelah  
Perubahan                                          Rp.     52.762.465.000,00   
 

b. Belanja Barang dan Jasa 

1. Semula Rp    2.785.054.925.626,00 

2. Bertambah Rp         97.441.045.597,00     

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah  
Perubahan                                            Rp    2.882.495.971.223,00 
  

c. Belanja Modal 

1. Semula Rp. 1.687.855.143.574,00 

2. Bertambah                    Rp.     18.275.808.203,00           

Jumlah Belanja Modal setelah  
Perubahan                          Rp   1.706.130.951.777,00 
  

 

Pasal 4 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c 

terdiri dari :  

a. Penerimaan Pembiayaan; 

1. semula Rp       453.547.637.000,00 

2. bertambah Rp       626.408.505.888,00 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah   

perubahan                         Rp   1.079.956.142.888,00

   

b. Pengeluaran Pembiayaan; 

1. semula Rp         131.000.000.000,00 

2. bertambah/berkurang Rp                                 0,00  

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah   

Perubahan                        Rp         131.000.000.000,00   
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Jumlah  Pembiayaan Netto setelah  

Perubahan                                                   Rp      948.956.142.888,00 

 

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

terdiri dari:  

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya 

1. semula Rp          453.547.637.000,00 

2. berkurang Rp         (175.000.000.000,00)  

Jumlah SiLPA setelah perubahan      Rp      904.956.142.888,00 

 

b. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 

1. semula Rp                                 0,00 

2. bertambah Rp         175.000.000.000,00  

Jumlah Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman setelah 

perubahan          Rp      175.000.000.000,00,00 

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)             

huruf b terdiri dari:  

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 

1. semula Rp        131.000.000.000,00 

2. bertambah/berkurang Rp                                0,00   

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah  

perubahan                     Rp    131.000.000.000,00   

 

Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan setelah   

perubahan                          Rp                           0,00 

  

 

Pasal 5 

 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum 

dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XIII yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari; 

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD; 

2. Lampiran II Rincian Perubahan APBD menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat 

Daerah; 
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3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, 

Program dan Kegiatan; 

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk 

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan 

Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan 

Per Jabatan; 

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah; 

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah; 

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset 

Tetap Daerah; 

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset 

Lainnya; 

11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya 

yang belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali 

Dalam Tahun Anggaran Ini; 

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah; 

Pasal 6 

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diatur dengan 

Peraturan Gubernur. 

Pasal 7 

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Provinsi Banten dapat melakukan 

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang pendanaannya 

dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga. 
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(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 

memenuhi kriteria sebagai berikut : 

c. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Provinsi 

Banten dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 

d. tidak diharapkan terjadi  secara berulang; 

e. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;dan 

f. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka 

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 

(3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan 

dengan cara: 

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target 

kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran 

berjalan;dan/atau 

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia. 

(4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja 

untuk keperluan mendesak yang kriterianya adalah sebagai berikut: 

a. program dan  kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;dan 

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan 

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan 

masyarakat. 

(5) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-PERANGKAT 

DAERAH, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana. 

(6) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja 

tidak terduga. 

(7) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud 

pada ayat (6) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan 

korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, 

kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan 

kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara. 
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Pasal 8 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Provinsi Banten. 

 
Ditetapkan di Serang 

pada tanggal,              

 

GUBERNUR BANTEN, 

 

 

 

WAHIDIN HALIM 

 

Diundangkan di Serang 

pada tanggal,       
SEKRETARIS DAERAH, 

 

 

 

Dr. AL MUKTABAR, M.Sc 

Pembina Utama Madya 

NIP. 19650612 199102 1 001 

 
LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2019 NOMOR …….. 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BIRO HUKUM, 

 

 

 

AGUS MINTONO, SH., M.Si 
Pembina Tk.I 

NIP. 19680805 199803 1 010 
 


